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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek hukum 

pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di 

Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1.Pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan 

secara normatif telah diatur secara komprehensif, baik dalam 

peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 pada prinsipnya telah 

menegaskan pentingnya penerapan prinsip pencegahan, kehati- 

hatian, pencemar membayar, dan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pertambangan. Regulasi tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan 

secara berkelanjutan dan tidak melampaui daya dukung serta daya 

tampung lingkungan hidup.  

2. Implementasi pencegahan kerusakan lingkungan dalam praktik 

pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan belum 

berjalan secara optimal. Meskipun sebagian pelaku usaha 
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pertambangan telah menerapkan aspek teknis kaidah pertambangan 

yang baik (good mining practice), penerapan kewajiban lingkungan 

hidup secara menyeluruh, seperti pelaksanaan dokumen AMDAL 

atau UKL-UPL, pengelolaan dampak lingkungan, serta reklamasi 

dan pascatambang, masih belum konsisten. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) 

dengan praktik di lapangan  (das sein).  

3. Kendala utama dalam pelaksanaan pencegahan kerusakan 

lingkungan meliputi aspek hukum, kelembagaan, dan sosial. 

Kendala tersebut antara lain tumpang tindih kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan pertambangan, 

keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan di 

tingkat daerah, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha 

terhadap kewajiban hukum lingkungan, serta ketergantungan 

ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Pencegahan 

tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum represif setelah 

terjadinya kerusakan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan 

melalui pengendalian perizinan, pengawasan yang berkelanjutan, 

serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat. 

Dengan demikian, tujuan perlindungan lingkungan hidup dan 

pembangunan berkelanjutan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menyarankan agar 

pengawasan kegiatan pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu 

Selatan diperkuat melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten, disertai pengawasan lapangan yang 

rutin serta penindakan administratif yang tegas terhadap pelanggaran 

lingkungan. Pelaku usaha pertambangan juga diharapkan meningkatkan 

kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen 

AMDAL atau UKL-UPL, tidak hanya secara administratif, tetapi juga 

dalam praktik operasional, khususnya dalam pengendalian dampak 

lingkungan. 

Selain itu, masyarakat sekitar wilayah pertambangan perlu didorong 

untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial melalui mekanisme 

pengaduan dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, 

terutama kajian hukum lingkungan dan pertambangan, dengan mendorong 

penelitian lanjutan berbasis empiris untuk mengkaji kesenjangan antara 

ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan hasil 

wawancara penulis yang menunjukkan bahwa masyarakat pada prinsipnya 

mendukung kegiatan pertambangan, namun mengharapkan pengawasan 

yang lebih konsisten terhadap dampak lingkungan. 
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